
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KSTUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Huruf C

Angka t huruf b Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10/HK.04/08 12022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Barat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

jdih.kpu.go.id/jabar

https://jdih.kpu.go.id/jabar/


2

2

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 hentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 teriang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 terrtang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 82);

Peratura-n Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 lentang

Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

J
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Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomor 14 Tahun

202O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 ten.tang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tefiangTtrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

lO|HK.O4lOBl2O22 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan KoO misi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA

BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA

BARAT,
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana

tercantum dalam l,ampiran Keputusan yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimalsud dalam Diktum

KESATU bertugas:

1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Barat;

2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

dan

3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,

transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses

secara cepat dan mudah;

2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;

dan

4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

J. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat; dan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Barat Nomor I Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Frovinsi

Jawa Barat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

AHMAD NUR HIDAYAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

hrrba
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA

DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

JAWA BARAT

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

A. TIM PEMBINA

B. TIM TEKNIS

No Nama Jabatan
Kedudukan

dalam Tim

1 Ahmad Nur Hidayat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ketua Pembina

2 Aneu Nursifah Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Pembina

J Abdullah Sapi'i Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Pembina

4 Adie Saputro Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Pembina

5 Hari Nazarudin Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Pembina

6 Hedi Ardia Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Pembina

7 Ummi Wahyuni Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Pembina

8 Eko Iswantoro Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Pembina

No Nama Jabatan
Kedudukan

dalam Tim

1

Sophia Kurniasari

Purba

Kepala Bagran Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KPU Provinsi Jawa Barat

Pimpinan Redaksi

2
Noviansyah Adzany

Akbar

Kepala Bagian Keuangan, Umum,

dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab

Sarana

dan Prasaraaa
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o Yunike Puspita

Kepala Bagran Partisipasi,

Hubungan Masyarakat,

dan Sumber Daya Manusia

KPU Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab

Publikasi

4 Trisno

Kepala Bagian Perencanaan,

Data, dan Informasi

KPU Provinsi Jawa Barat

5 Hasanuddin Ismail
Kepala Subbagian Hukum

KPU Provinsi Jawa Barat
Sekretaris Redaksi

6 Tarsono
Kepala Subbagian Umum dan Logistik

KPU Provinsi Jawa Barat

Pelaksana Sarana

dan Prasarana

7 Fahmi Kamal

Kepala Subbagian Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat

KPU Provinsi Jawa Barat

8 Siti Aisyah

Plt. Kepala Subbagian Data

dan Informasi I Penata Kelola Sistem

dan Teknologi Informasi

KPU Provinsi Jawa Barat

Pelaksana Jaringan

Muhammad Tofan

Yuda Saputra

Penata Kelola Pemilihan Umum

Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat

Anggota Redaksi

Produk Hukum,

Desain Grafis,

dan Operator

10 Riyadus Solikhin

Pen3,r.rsun Materi Hukum

dan Perundang-Undangan

KPU Provinsi Jawa Barat

11 Diah Ayu Suryani
Penata Kelola Pemilihan Umum

Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat
Administrator

T2 Hana Kurniasih

Penyusun Materi Hukum

dan Perundang-Undangan

KPU Provinsi Jawa Barat

Administrator

13 Cuhaya
Penata Kelola Pemilihan Umum

Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat

Anggota Sarana

dan Prasarana

Syahril Aulia

Rahman

Penata Kelola Pemilihan Umum

Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat
Anggota Publikasi

Penanggung Jawab

Jaringan

Pelaksana

Publikasi

9

Anggota Redaksi

Produk Hukum,

Desain Grafis,

dan Operator
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15
Roban Syamsul

Jamal

Penata Kelola Pemilihan Umum

Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat
Anggota Jaringan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

ttd.

Purba
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